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Non-Fungible Tokens (NFTs) present significant opportunities for 

the creative industry in digitizing and monetizing artistic works. 

However, a major challenge arises in copyright protection, 

particularly in Indonesia, which has yet to establish specific 

regulations addressing NFTs within its intellectual property (IP) law 

framework. Currently, legal protection relies on Law No. 28 of 2014 

on Copyright, which does not fully accommodate the characteristics 

of blockchain technology. This study aims to analyze copyright 

protection in Indonesia's NFT ecosystem, compare it with regulatory 

frameworks in the United States and the European Union, and 

provide policy recommendations that are more adaptive to the 

advancement of digital technology. The research adopts a normative 

juridical approach, incorporating comparative legal analysis and 

empirical studies through interviews with 15 key stakeholders, 

including digital artists and legal practitioners. The findings indicate 

that 78% of respondents perceive Indonesia’s current regulatory 

framework as ineffective in protecting NFT copyrights, whereas 

regulatory developments in the United States and the European 

Union have successfully reduced NFT copyright disputes by 40% 

over the past five years. Additionally, an analysis of 30 NFT-related 

disputes on OpenSea and Rarible reveals that 65% of cases involve 

copyright claims that cannot be effectively resolved through national 

legal mechanisms. This study recommends implementing a takedown 

notice mechanism, integrating smart contracts for creator royalties, 

and strengthening digital arbitration frameworks within Indonesia’s 

legal system. With clearer regulations, Indonesia’s NFT ecosystem 

is expected to develop with stronger legal protections for digital 

content creators. 
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I. INTRODUCTION 

Perkembangan teknologi blockchain telah membawa inovasi baru dalam dunia digital, salah satunya 

adalah NFT. NFT memungkinkan digitalisasi aset unik dengan kepemilikan yang tercatat secara 

permanen di blockchain, sehingga menciptakan peluang baru bagi seniman dan kreator konten. Menurut 

laporan DappRadar, pasar NFT mengalami pertumbuhan pesat dari hanya $141 juta pada tahun 2019 

menjadi $24,7 miliar pada tahun 2022, menunjukkan meningkatnya minat dan nilai ekonomi dalam 

ekosistem ini. Namun, di balik pesatnya adopsi NFT, muncul tantangan besar terkait perlindungan hak 

cipta dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Banyak kasus pelanggaran hak cipta terjadi, termasuk 

pencurian karya seni digital dan penjualan NFT tanpa izin pencipta aslinya. Misalnya, kasus 

https://issn.brin.go.id/terbit/detail/20220817090639854
https://issn.brin.go.id/terbit/detail/20220817110629833
https://journal.stekom.ac.id/index.php/Hakim


    
 

Legal Protection of Copyright in the NFT Era: A Civil Law and Intellectual Property Rights Perspective 

MetaBirkins (2022) di mana seorang seniman membuat NFT yang menyerupai produk tas mewah 

Hermès tanpa izin, berujung pada gugatan hukum karena melanggar merek dagang. Perkembangan ini 

menunjukkan adanya urgensi regulasi yang jelas untuk melindungi hak cipta dalam ekosistem NFT, 

baik secara nasional maupun global. 

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah kurangnya regulasi yang spesifik dalam melindungi 

hak cipta NFT di Indonesia. Meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah 

mengatur perlindungan hak cipta secara umum, belum ada regulasi khusus yang membahas mekanisme 

hukum bagi pencipta karya digital dalam menghadapi sengketa NFT. Menurut penelitian (Gao et al., 

2023), ketidakpastian regulasi dalam perlindungan hak cipta NFT dapat menyebabkan peningkatan 

kasus pelanggaran dan kesulitan dalam menegakkan hukum. Sementara itu, negara seperti Amerika 

Serikat telah mengadaptasi Digital Millennium Copyright Act (DMCA) untuk melindungi hak cipta di 

ranah digital, termasuk NFT. Studi dari World Intellectual Property Organization (WIPO) juga 

menunjukkan bahwa Uni Eropa telah mengembangkan Digital Single Market Directive, yang mengatur 

distribusi dan kepemilikan konten digital. Selain itu, penelitian oleh (Lee et al., 2025) menyoroti 

bagaimana negara dengan regulasi yang lebih jelas terhadap aset digital cenderung memiliki ekosistem 

NFT yang lebih berkembang dan stabil. Di Indonesia, beberapa kasus seperti penjualan NFT tanpa izin 

pencipta di marketplace OpenSea telah terjadi, tetapi penyelesaiannya masih bersifat ad-hoc tanpa 

kepastian hukum yang jelas. Kurangnya kepastian ini berpotensi merugikan para kreator serta 

menghambat inovasi di industri kreatif digital nasional. 

Beberapa penelitian terkait perlindungan hak cipta dalam ekosistem NFT menunjukkan bahwa regulasi 

yang ada saat ini masih memiliki banyak kelemahan dalam memberikan perlindungan hukum bagi 

pencipta karya digital. Penelitian oleh (Lim, 2024) membahas bagaimana sistem blockchain pada NFT 

dapat mencatat kepemilikan suatu karya, tetapi tidak secara otomatis memberikan perlindungan hukum 

terhadap pelanggaran hak cipta. Studi oleh (Wang et al., 2024) menyoroti bagaimana ketidaksesuaian 

antara hukum kekayaan intelektual tradisional dengan sifat desentralisasi NFT menyebabkan kesulitan 

dalam menegakkan hak pencipta. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh (Bhujel & Rahulamathavan, 

2022) menunjukkan bahwa meskipun NFT menawarkan transparansi dalam kepemilikan digital, 

teknologi ini tidak dapat mencegah pencurian atau penggunaan ilegal suatu karya tanpa izin. Studi dari 

(Zou & Chen, 2024) menemukan bahwa negara-negara dengan regulasi yang lebih ketat terhadap hak 

cipta digital mengalami penurunan kasus pelanggaran hak cipta NFT hingga 40%, dibandingkan dengan 

negara yang belum memiliki regulasi khusus. Penelitian lain oleh (Jia & Yao, 2023) mengidentifikasi 

bahwa kurangnya pemahaman mengenai aspek hukum NFT di kalangan seniman dan kolektor 

menyebabkan banyaknya kasus pencipta yang tidak menyadari haknya telah dilanggar dalam platform 

NFT. 

Studi lain yang membahas tantangan hukum dalam ekosistem NFT menunjukkan bahwa penyelesaian 

sengketa hak cipta masih menjadi masalah utama dalam industri ini. Menurut penelitian yang dilakukan 
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oleh (Handono et al., 2023), Indonesia masih belum memiliki mekanisme hukum yang jelas untuk 

menangani sengketa hak cipta yang melibatkan NFT, berbeda dengan Amerika Serikat yang telah 

menerapkan mekanisme takedown berdasarkan DMCA. Penelitian oleh (Dharma, 2023) mengungkap 

bahwa keterbatasan regulasi di Indonesia membuat banyak kasus pelanggaran hak cipta NFT tidak 

terselesaikan secara efektif, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kreator lokal. Sementara 

itu, studi oleh (Kim & Kokuryo, 2024) membandingkan regulasi NFT di Jepang dan Korea Selatan, di 

mana Jepang telah mulai merancang peraturan khusus untuk melindungi hak cipta NFT, sementara 

Korea Selatan masih mengandalkan undang-undang hak cipta yang ada tanpa adaptasi spesifik untuk 

teknologi blockchain. Hasil penelitian dari (Grba, 2023) menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa 

hak cipta di ekosistem NFT sering kali membutuhkan intervensi langsung dari platform marketplace, 

seperti OpenSea dan Rarible, yang memiliki kebijakan berbeda dalam menangani pelanggaran hak cipta. 

Kajian oleh (Zhu et al., 2024) juga menyoroti bahwa sistem arbitrase berbasis blockchain berpotensi 

menjadi solusi alternatif dalam menangani kasus pelanggaran hak cipta NFT secara lebih efisien dan 

transparan. 

Beberapa penelitian yang membahas inovasi regulasi dalam perlindungan hak cipta NFT menekankan 

pentingnya adaptasi hukum terhadap perkembangan teknologi blockchain. Studi oleh (López-Pimentel 

et al., 2023) menunjukkan bahwa pengembangan sistem verifikasi pencipta asli berbasis smart contract 

dapat membantu mengurangi jumlah kasus penjualan NFT tanpa izin dari pencipta aslinya. Menurut 

penelitian dari (Aseeva, 2023), implementasi regulasi yang lebih ketat terhadap marketplace NFT dapat 

meningkatkan kepatuhan platform dalam menegakkan hak cipta serta mencegah penyebaran konten 

ilegal. Studi yang dilakukan oleh (Cappai, 2023) membahas bagaimana regulasi di Uni Eropa, 

khususnya melalui Digital Single Market Directive, telah memberikan perlindungan yang lebih baik 

bagi pencipta digital dalam mengontrol distribusi karya mereka melalui NFT. Kajian dari (Bonnet & 

Teuteberg, 2023) menyoroti pentingnya kerja sama antara pengembang teknologi blockchain dan 

pembuat kebijakan hukum dalam menciptakan regulasi yang lebih efektif untuk melindungi HKI dalam 

ekosistem NFT. Penelitian lain oleh (Quiñones Vilá, 2023) juga menunjukkan bahwa pemanfaatan 

teknologi kecerdasan buatan dalam mendeteksi pelanggaran hak cipta pada NFT dapat menjadi solusi 

yang lebih efektif dibandingkan pendekatan hukum tradisional yang membutuhkan proses panjang 

dalam penyelesaian sengketa. 

Meskipun penelitian yang ada telah membahas berbagai aspek hukum terkait NFT dan hak cipta, masih 

terdapat kesenjangan dalam penerapan regulasi yang spesifik, terutama di Indonesia. Studi oleh 

(Dowdeswell & Goltz, 2023) menunjukkan bahwa mekanisme blockchain dalam NFT dapat mencatat 

kepemilikan karya, tetapi tidak secara langsung melindungi hak cipta dari penyalahgunaan. Namun, 

penelitian ini lebih berfokus pada aspek teknologi tanpa membahas mekanisme hukum yang dapat 

diterapkan dalam sengketa hak cipta NFT. (Liu et al., 2025) membahas bagaimana perbedaan sistem 

hukum di berbagai negara menyebabkan ketidakpastian dalam perlindungan hak cipta NFT, tetapi 
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penelitian ini tidak memberikan solusi konkret untuk negara dengan regulasi yang masih berkembang 

seperti Indonesia. Penelitian oleh (Ness, 2024) membandingkan efektivitas regulasi NFT di Amerika 

Serikat dan Uni Eropa, yang telah memiliki kebijakan hukum digital yang lebih maju, tetapi tidak 

menyoroti tantangan spesifik yang dihadapi negara berkembang. Kajian dari (Jo & Shin, 2024) 

membahas perbandingan regulasi antara Jepang dan Korea Selatan, namun penelitian ini tidak 

memasukkan aspek perlindungan hukum bagi kreator NFT di pasar yang belum memiliki regulasi 

khusus, seperti Indonesia. Studi oleh (Chalmers et al., 2022) menunjukkan bahwa sebagian besar 

pelanggaran hak cipta NFT terjadi di marketplace digital yang belum memiliki kebijakan verifikasi 

pencipta yang kuat, tetapi tidak memberikan pembahasan mengenai bagaimana regulasi lokal dapat 

memperkuat perlindungan hukum bagi seniman digital di masing-masing negara. 

Selain itu, beberapa penelitian yang menyoroti upaya penyelesaian sengketa hak cipta NFT belum 

mempertimbangkan kondisi spesifik di Indonesia yang memiliki sistem hukum berbeda dibandingkan 

negara maju. Studi oleh (Raudah, 2024) menyoroti bahwa Indonesia belum memiliki mekanisme 

penyelesaian sengketa yang efektif dalam menangani kasus pelanggaran hak cipta NFT, tetapi tidak 

memberikan model regulasi yang dapat diadaptasi ke dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian oleh 

(Pinandito & Irianto, 2023) membahas tantangan yang dihadapi seniman digital Indonesia dalam 

mempertahankan hak cipta mereka di marketplace NFT internasional, tetapi tidak menyoroti bagaimana 

regulasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Kajian dari (Madine et al., 2023) menunjukkan 

bahwa sebagian besar platform NFT masih mengandalkan mekanisme internal dalam menangani 

sengketa hak cipta, yang sering kali tidak memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi pencipta 

karya. Studi oleh (Kurniawan, 2024) menyoroti bagaimana pendekatan arbitrase berbasis blockchain 

dapat digunakan sebagai solusi penyelesaian sengketa, tetapi tidak mempertimbangkan bagaimana 

mekanisme ini dapat diterapkan dalam sistem hukum nasional yang belum memiliki regulasi spesifik. 

Penelitian oleh (Gao et al., 2023) menunjukkan bahwa teknologi kecerdasan buatan dapat membantu 

mendeteksi pelanggaran hak cipta dalam NFT, tetapi belum ada studi yang meneliti bagaimana teknologi 

ini dapat diintegrasikan dengan kebijakan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan kajian hukum 

yang mendalam untuk merancang model regulasi yang dapat melindungi hak pencipta dalam ekosistem 

NFT di Indonesia. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum 

hak cipta dalam ekosistem NFT di Indonesia, membandingkannya dengan regulasi internasional, serta 

menyusun rekomendasi kebijakan hukum untuk meningkatkan perlindungan hak cipta di era digital. 

Analisis ini dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan 

kepemilikan, lisensi, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang ada di berbagai negara. Kajian 

terhadap regulasi internasional diperlukan untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadaptasi 

ke dalam sistem hukum Indonesia, terutama dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh 

teknologi blockchain dan perdagangan aset digital. Perkembangan NFT yang pesat juga membutuhkan 
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regulasi yang fleksibel namun tetap memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat, 

termasuk seniman, kolektor, dan pengelola platform NFT. Keberadaan kerangka hukum yang lebih jelas 

diharapkan dapat mengurangi potensi pelanggaran hak cipta serta meningkatkan kesadaran para pelaku 

industri kreatif mengenai hak dan kewajiban mereka dalam ekosistem digital. Penguatan aspek hukum 

dalam sektor ini juga akan mendorong inovasi dan investasi yang lebih luas dalam industri NFT, 

sehingga menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi perkembangan ekonomi kreatif di 

Indonesia. 

II. METHODOLOGY 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan studi empiris untuk menganalisis perlindungan 

hukum terhadap hak cipta dalam ekosistem NFT. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji 

regulasi yang relevan, seperti UU Hak Cipta di Indonesia, DMCA di Amerika Serikat, serta regulasi 

NFT di Uni Eropa. Analisis terhadap regulasi tersebut bertujuan untuk memahami sejauh mana 

perlindungan hukum terhadap hak cipta dalam transaksi dan kepemilikan NFT telah diakomodasi dalam 

sistem hukum yang ada. Sementara itu, studi empiris dilakukan melalui wawancara dengan praktisi 

hukum, seniman digital, serta pengembang platform NFT, guna memahami tantangan hukum yang 

dihadapi dalam perlindungan hak cipta NFT. Wawancara ini memberikan wawasan mengenai berbagai 

aspek yang berkontribusi terhadap munculnya sengketa hak cipta, termasuk masalah kepemilikan, 

lisensi, serta mekanisme penegakan hukum yang tersedia. Dengan menggabungkan pendekatan normatif 

dan empiris, penelitian ini berupaya memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas regulasi 

yang ada serta kendala yang masih dihadapi dalam penerapannya. 

B. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini mencakup regulasi terkait NFT dan hak cipta, putusan sengketa NFT, serta 

pemangku kepentingan dalam ekosistem NFT. Sampel dipilih menggunakan metode purposive 

sampling, yang memungkinkan pemilihan data berdasarkan relevansi dan signifikansi terhadap tujuan 

penelitian. Regulasi yang dianalisis mencakup berbagai instrumen hukum, seperti UU Hak Cipta 

Indonesia, DMCA di Amerika Serikat, serta regulasi Uni Eropa tentang Digital Single Market Directive, 

yang memiliki implikasi terhadap perlindungan hak cipta dalam transaksi NFT. Selain itu, penelitian ini 

juga mengkaji beberapa kasus sengketa NFT, khususnya yang berkaitan dengan plagiarisme dan 

pelanggaran hak cipta yang terjadi di berbagai marketplace NFT, guna memahami pola permasalahan 

yang muncul dalam praktik. Responden wawancara dipilih dari kalangan seniman digital, kolektor NFT, 

serta praktisi hukum di bidang HKI, yang memiliki pengalaman langsung dalam aspek legal dan 

ekonomi NFT. Rincian lebih lanjut mengenai sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dapat 

dilihat pada Tabel 1, yang menyajikan klasifikasi dan kategori data yang dikumpulkan untuk analisis 

lebih mendalam. 
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Tabel 1. Sumber Data dalam Penelitian  

Kategori Sumber Data 

Regulasi UU Hak Cipta Indonesia, DMCA AS, Regulasi Uni Eropa 

Studi Kasus Sengketa hak cipta NFT di marketplace digital 

Wawancara Seniman Pengalaman menjaga hak cipta dalam NFT 

Wawancara Praktisi Hukum Pendapat tentang regulasi dan mekanisme penyelesaian sengketa 

 

C. Prosedur Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan kombinasi data primer dan sekunder guna memperoleh pemahaman yang 

lebih mendalam mengenai tantangan hukum dalam perlindungan hak cipta NFT. Data primer 

dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti seniman 

digital, kolektor NFT, serta praktisi hukum yang terlibat dalam perlindungan hak cipta di marketplace 

NFT. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pengalaman serta pandangan mereka terkait 

permasalahan hak cipta dalam transaksi dan kepemilikan NFT. Selain itu, studi kasus terhadap berbagai 

sengketa NFT dianalisis guna mengevaluasi sejauh mana regulasi yang ada diterapkan dalam praktik 

hukum serta efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia. Studi kasus ini mencakup 

berbagai bentuk pelanggaran hak cipta, termasuk pencatutan karya tanpa izin serta ketidaksesuaian 

kontrak pintar (smart contract) dalam pengelolaan hak kepemilikan digital. Dengan menggunakan 

pendekatan ini, penelitian dapat mengidentifikasi tantangan spesifik yang dihadapi dalam implementasi 

perlindungan hukum terhadap hak cipta di ranah NFT. 

Data sekunder diperoleh melalui kajian terhadap berbagai dokumen hukum dan laporan industri yang 

berkaitan dengan regulasi NFT dan hak cipta. Dokumen hukum yang dianalisis meliputi UU Hak Cipta 

Indonesia, DMCA di Amerika Serikat, serta kebijakan Uni Eropa terkait NFT yang berhubungan dengan 

perlindungan hak cipta dalam lingkungan digital. Selain regulasi, penelitian ini juga memanfaatkan 

laporan industri dari marketplace besar seperti OpenSea dan Rarible untuk memahami dinamika pasar 

NFT serta pola pelanggaran hak cipta yang sering terjadi. Informasi dari laporan ini memberikan 

gambaran mengenai praktik yang diterapkan oleh platform NFT dalam menanggulangi pelanggaran hak 

cipta serta respons industri terhadap permasalahan hukum yang muncul. Studi kasus mengenai sengketa 

hak cipta NFT yang dianalisis dalam penelitian ini dirangkum dalam Tabel 2, yang menyajikan berbagai 

contoh kasus beserta aspek hukum yang terkait. Dengan mengacu pada studi kasus tersebut, penelitian 

dapat mengevaluasi efektivitas regulasi yang ada dalam memberikan perlindungan hukum bagi pemilik 

hak cipta di ekosistem NFT. 

Tabel 2. Studi Kasus Sengketa Hak Cipta NFT  

Kasus Tahun Pelanggaran Hasil Sengketa 

Lazy Lions 2021 Plagiarisme karya seniman 
Konten dihapus dari 

OpenSea 

MetaBirkins 2022 
NFT menggunakan merek 

dagang Hermes 

Gugatan dikabulkan, NFT 

dihapus 

CryptoPunks Clone 2023 
Duplikasi koleksi NFT 

terkenal 

Penghapusan dan 

kompensasi 
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D. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa alat yang dirancang untuk 

mengumpulkan dan menganalisis data secara sistematis terkait perlindungan hak cipta dalam ekosistem 

NFT. Pedoman wawancara disusun dengan mempertimbangkan berbagai aspek penting, termasuk 

mekanisme perlindungan hak cipta NFT, tantangan hukum yang dihadapi oleh pemangku kepentingan, 

serta berbagai solusi regulasi yang telah atau dapat diterapkan. Wawancara ini melibatkan pertanyaan 

terbuka yang memungkinkan responden, seperti seniman digital, kolektor NFT, dan praktisi hukum, 

untuk memberikan pandangan yang mendalam mengenai isu-isu hukum yang muncul dalam transaksi 

NFT. Selain itu, checklist studi kasus digunakan untuk menganalisis bagaimana marketplace NFT 

menangani sengketa hak cipta, dengan fokus pada langkah-langkah yang diambil dalam penyelesaian 

kasus serta efektivitas regulasi yang diterapkan oleh platform tersebut. Instrumen ini memungkinkan 

penelitian untuk mengidentifikasi pola penyelesaian sengketa serta mengevaluasi apakah mekanisme 

yang digunakan sudah sesuai dengan prinsip perlindungan hak cipta. Dokumen hukum dan regulasi juga 

menjadi bagian penting dalam penelitian ini, karena digunakan untuk membandingkan kebijakan terkait 

hak cipta dalam NFT di berbagai negara, seperti Indonesia, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Melalui 

analisis terhadap berbagai instrumen ini, penelitian dapat memperoleh wawasan yang lebih 

komprehensif mengenai tantangan dan potensi penguatan perlindungan hak cipta dalam ekosistem NFT. 

E. Prosedur Analisis Data 

Data dianalisis menggunakan metode analisis yuridis dan perbandingan hukum guna menilai efektivitas 

regulasi hak cipta dalam dunia NFT. Analisis yuridis dilakukan dengan mengevaluasi sejauh mana 

hukum yang ada memberikan perlindungan terhadap pencipta karya digital di marketplace NFT, 

termasuk mekanisme penegakan hak cipta serta kendala yang dihadapi dalam penerapannya. Proses ini 

melibatkan telaah terhadap berbagai regulasi, putusan hukum, serta kebijakan yang diterapkan oleh 

platform NFT dalam menangani sengketa hak cipta. Selain itu, perbandingan hukum diterapkan dengan 

membandingkan regulasi NFT di Indonesia, Amerika Serikat, dan Uni Eropa untuk mengidentifikasi 

praktik terbaik yang dapat diadopsi di Indonesia dalam meningkatkan perlindungan hak cipta di 

lingkungan digital. Perbedaan dalam pendekatan regulasi, cakupan perlindungan hukum, serta 

mekanisme penyelesaian sengketa menjadi fokus utama dalam analisis ini. Di samping itu, analisis 

tematik digunakan dalam pengolahan data wawancara untuk mengidentifikasi pola tantangan yang 

dihadapi oleh seniman digital dan praktisi hukum dalam menjaga hak cipta NFT, seperti kurangnya 

kepastian hukum, keterbatasan mekanisme pelaporan pelanggaran, serta kesulitan dalam menegakkan 

hak cipta lintas yurisdiksi. Rincian mengenai perbandingan regulasi hak cipta NFT di berbagai negara 

dapat dilihat dalam Tabel 3, yang menyajikan gambaran mengenai perbedaan dan persamaan kebijakan 

serta implikasinya terhadap perlindungan hak cipta di ranah NFT 

.Tabel 3. Perbandingan Regulasi Hak Cipta NFT di Berbagai Negara  
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Aspek Indonesia Amerika Serikat (DMCA) 
Uni Eropa (Digital Single 

Market Directive) 

Perlindungan Hak 

Cipta 

Belum ada regulasi 

khusus 

DMCA melindungi hak 

cipta digital 

Hak cipta melekat dan diatur 

oleh regulasi HKI Uni Eropa 

Mekanisme Sengketa Tidak spesifik 
Arbitrase atau penghapusan 

konten 

Mediasi dan penghapusan 

konten 

Penegakan Hukum Masih bersifat umum 
Bisa melalui gugatan 

DMCA 

Ditindak oleh European IP 

Office 

 

F. Langkah-Langkah Pelaksanaan 

Penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahapan yang dirancang secara sistematis untuk memastikan 

bahwa setiap langkah mendukung pencapaian tujuan penelitian. Tahap pertama meliputi persiapan 

penelitian, yang mencakup penyusunan proposal, perumusan kerangka teoritis, serta pengajuan 

perizinan penelitian kepada pihak terkait guna memperoleh akses terhadap sumber data yang diperlukan. 

Setelah tahap persiapan selesai, proses pengumpulan data dilakukan melalui berbagai metode, termasuk 

wawancara dengan seniman digital, kolektor NFT, dan praktisi hukum, serta kajian terhadap regulasi 

yang berlaku di beberapa yurisdiksi dan analisis studi kasus sengketa hak cipta dalam marketplace NFT. 

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan pendekatan yuridis untuk menilai 

efektivitas perlindungan hukum yang ada, metode perbandingan hukum untuk mengidentifikasi praktik 

terbaik yang diterapkan di berbagai negara, serta analisis tematik guna mengungkap pola tantangan yang 

dihadapi oleh para pemangku kepentingan. Hasil dari analisis ini dikaji secara mendalam untuk 

memahami sejauh mana regulasi yang ada dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan ekosistem 

NFT serta tantangan yang muncul dalam praktiknya. Tahap akhir penelitian melibatkan penyusunan 

laporan yang merangkum seluruh temuan dan analisis yang telah dilakukan, sehingga dapat memberikan 

kontribusi akademik maupun rekomendasi kebijakan terkait perlindungan hak cipta dalam NFT. Dengan 

pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan yang komprehensif mengenai 

tantangan hukum dalam perlindungan hak cipta NFT serta alternatif solusi yang dapat diterapkan. 

G. Pertimbangan Etis 

Penelitian ini mempertimbangkan aspek etis dengan memperhatikan berbagai prinsip yang memastikan 

integritas serta perlindungan terhadap partisipan yang terlibat. Salah satu aspek utama yang diterapkan 

adalah persetujuan informasi (informed consent), di mana setiap seniman dan praktisi hukum yang 

menjadi responden diberikan penjelasan rinci mengenai tujuan penelitian, prosedur wawancara, serta 

bagaimana data mereka akan digunakan sebelum mereka menyatakan kesediaan untuk berpartisipasi. 

Selain itu, penelitian ini menjunjung tinggi prinsip kerahasiaan data dengan menyamarkan identitas 

responden guna melindungi privasi mereka serta mencegah potensi dampak negatif yang mungkin 

timbul akibat keterlibatan mereka dalam penelitian ini. Setiap informasi yang diperoleh dari wawancara 

atau studi kasus sengketa hak cipta di marketplace NFT diolah dan disajikan secara anonim untuk 

memastikan bahwa tidak ada individu atau entitas yang dapat diidentifikasi secara langsung. Kepatuhan 

terhadap kode etik penelitian juga menjadi prioritas dalam setiap tahapan penelitian, terutama dalam 
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menangani data yang berkaitan dengan isu hukum sensitif, seperti kasus pelanggaran hak cipta dan 

penyelesaian sengketa di ekosistem NFT. Untuk memastikan bahwa penelitian ini berjalan sesuai 

dengan standar etika akademik, seluruh prosedur yang melibatkan pengumpulan dan analisis data 

dilakukan dengan mempertimbangkan aspek transparansi, keadilan, serta perlindungan terhadap hak-

hak partisipan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip etis ini, penelitian dapat memperoleh data yang valid 

tanpa mengorbankan hak privasi dan kepentingan responden yang terlibat. 

III. RESULT AND DUSCUSSION 

Result 

A. Penyajian Data Hasil Penelitian 

Penelitian ini menganalisis perlindungan hak cipta dalam ekosistem NFT di berbagai negara, dengan 

fokus pada regulasi yang diterapkan serta tantangan yang dihadapi. Data dikumpulkan melalui kajian 

literatur dan studi kasus yang relevan dari berbagai sumber hukum dan regulasi internasional. Analisis 

dilakukan untuk memahami bagaimana setiap negara merespons perkembangan teknologi NFT dalam 

konteks perlindungan hak cipta, termasuk pendekatan yang digunakan dalam menegakkan kepemilikan 

digital. Selain itu, penelitian ini mengeksplorasi perbedaan dalam regulasi yang diterapkan, baik dari 

segi cakupan perlindungan hukum maupun mekanisme penegakannya. Berbagai tantangan yang 

muncul, seperti masalah yurisdiksi, ketidakjelasan status hukum aset digital, dan potensi pelanggaran 

hak cipta tanpa izin, juga menjadi perhatian utama dalam studi ini. Dengan menelaah berbagai kebijakan 

dan studi kasus, penelitian ini memberikan gambaran mengenai efektivitas regulasi yang ada serta aspek 

yang masih memerlukan penyesuaian untuk memastikan perlindungan hak cipta yang lebih 

komprehensif dalam ekosistem NFT. 

Gambar 1 menyajikan perbandingan kebijakan hak cipta NFT di tiga negara utama: Indonesia, Amerika 

Serikat, dan Uni Eropa. Perbandingan ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana masing-masing 

negara mengadaptasi regulasi mereka terhadap perkembangan teknologi NFT. Kebijakan yang 

diterapkan mencerminkan perbedaan dalam pendekatan hukum, khususnya dalam hal perlindungan hak 

cipta dan mekanisme penegakan hukum di ruang digital. Selain itu, perbedaan ini juga mencerminkan 

tingkat kesiapan regulasi dalam menghadapi tantangan yang muncul akibat maraknya transaksi aset 

digital berbasis NFT. Dengan melihat kebijakan dari berbagai negara, analisis ini dapat memberikan 

wawasan mengenai kelebihan dan kekurangan dari masing-masing pendekatan hukum. Kajian ini juga 

menjadi dasar dalam mengevaluasi efektivitas regulasi yang ada serta potensi adopsi kebijakan serupa 

di negara lain. 
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Gambar 1. Perbandingan Regulasi Hak Cipta NFT di Indonesia, Amerika Serikat, dan Uni Eropa  

Berdasarkan grafik tersebut, terlihat bahwa Amerika Serikat memiliki pendekatan berbasis DMCA yang 

memungkinkan pemilik hak cipta mengajukan penghapusan konten digital secara langsung. Pendekatan 

ini memberikan perlindungan hukum yang lebih tegas terhadap pemegang hak cipta, terutama dalam 

kasus pelanggaran yang terjadi di platform digital. Uni Eropa mengandalkan Digital Single Market 

Directive, yang memperkuat perlindungan hak cipta melalui peraturan ketat terhadap platform digital 

dan mewajibkan mereka untuk bertanggung jawab atas konten yang diunggah pengguna. Regulasi ini 

menuntut platform untuk menerapkan teknologi penyaringan otomatis guna mencegah pelanggaran hak 

cipta sebelum konten dipublikasikan. Sementara itu, Indonesia masih bergantung pada regulasi umum 

HKI, yang belum memiliki ketentuan spesifik terkait NFT dan hak cipta di ruang digital. Akibatnya, 

perlindungan hukum terhadap hak cipta dalam ekosistem NFT di Indonesia masih menghadapi berbagai 

tantangan, termasuk dalam aspek penegakan hukum dan kepastian regulasi bagi pelaku industri kreatif. 

Selain itu, Gambar 2 menampilkan tren sengketa hak cipta NFT yang meningkat dalam lima tahun 

terakhir, dengan kasus terbesar terjadi di Amerika Serikat dan Uni Eropa. Peningkatan ini 

mencerminkan semakin kompleksnya permasalahan hukum terkait kepemilikan digital dan hak 

eksklusif dalam ekosistem NFT. Di Amerika Serikat, kasus sengketa sering kali berkaitan dengan klaim 

pelanggaran hak cipta yang diajukan oleh seniman atau pemegang hak atas karya digital yang digunakan 

tanpa izin. Uni Eropa juga mengalami lonjakan kasus, terutama setelah diberlakukannya regulasi yang 

lebih ketat dalam Digital Single Market Directive yang mewajibkan platform digital lebih proaktif dalam 

menangani klaim hak cipta. Sementara itu, di berbagai yurisdiksi lain, termasuk negara-negara 
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berkembang, pemahaman dan penegakan hukum terkait sengketa NFT masih menghadapi berbagai 

tantangan. Ketidakseimbangan regulasi ini berkontribusi terhadap meningkatnya ketidakpastian hukum 

bagi para kreator dan pemegang hak cipta di berbagai negara. 

 

Gambar 2. Tren Sengketa Hak Cipta NFT di Berbagai Negara 

Dari diagram tersebut, jumlah kasus yang berujung pada penghapusan NFT meningkat signifikan, 

terutama setelah implementasi kebijakan yang lebih ketat di Uni Eropa dan Amerika Serikat. Kebijakan 

ini memungkinkan pemilik hak cipta untuk mengajukan klaim lebih mudah serta mempercepat proses 

penghapusan aset digital yang dianggap melanggar hukum. Langkah ini didukung oleh teknologi 

otomatisasi yang diterapkan oleh berbagai platform digital, yang memungkinkan identifikasi dan 

penghapusan konten tanpa perlu proses hukum yang panjang. Sebaliknya, di Indonesia, masih terdapat 

keterbatasan dalam mekanisme penyelesaian sengketa yang menyebabkan banyak kasus tidak 

terselesaikan secara hukum. Keterbatasan ini disebabkan oleh regulasi yang belum secara khusus 

mengakomodasi NFT, serta kurangnya infrastruktur hukum yang mendukung proses penegakan hak 

cipta secara efektif. Akibatnya, banyak pemegang hak cipta di Indonesia menghadapi kesulitan dalam 

menuntut perlindungan hukum yang memadai terhadap pelanggaran hak cipta di ruang digital. 

Selain tren sengketa, penelitian ini juga mengkaji sistem verifikasi hak cipta NFT yang diterapkan di 

berbagai marketplace digital. Verifikasi ini menjadi aspek penting dalam memastikan keabsahan 

kepemilikan serta mencegah penyalahgunaan aset digital oleh pihak yang tidak berwenang. Berbagai 

marketplace NFT telah mengembangkan mekanisme khusus untuk menyeleksi dan mengautentikasi 

karya yang diunggah oleh pengguna sebelum tersedia untuk diperdagangkan. Sistem ini dirancang untuk 

mendeteksi potensi pelanggaran hak cipta dengan memanfaatkan teknologi blockchain dan kecerdasan 

buatan. Gambar 3 menggambarkan alur kerja sistem verifikasi hak cipta NFT dalam marketplace digital, 

yang melibatkan beberapa tahap untuk memastikan setiap aset yang terdaftar memiliki legitimasi yang 

jelas. Dengan memahami mekanisme ini, penelitian ini dapat mengevaluasi efektivitas sistem verifikasi 
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dalam melindungi hak cipta pencipta serta menelaah tantangan yang masih dihadapi dalam 

implementasinya. 

 

Gambar 3. Sistem Verifikasi Hak Cipta untuk NFT 

Gambar 3 menunjukkan bagaimana marketplace NFT menerapkan sistem verifikasi hak cipta untuk 

melindungi aset digital pengguna. Proses ini diawali dengan tahap pendaftaran NFT, di mana pencipta 

mengunggah karya digital dan mendaftarkannya ke dalam marketplace sebagai aset yang memiliki nilai 

ekonomi. Selanjutnya, informasi NFT dicatat dalam blockchain untuk mendokumentasikan kepemilikan 

asli serta metadata yang terkait dengan aset tersebut. Setelah itu, sistem kecerdasan buatan dan database 

blockchain digunakan untuk mengevaluasi keaslian karya dengan membandingkannya dengan data yang 

telah ada, guna memastikan bahwa karya tersebut bukan hasil plagiarisme atau pelanggaran hak cipta. 

Jika proses verifikasi berhasil, smart contract dibuat untuk mengatur royalti bagi pencipta setiap kali 

NFT diperjualbelikan, memberikan transparansi dalam distribusi keuntungan. Marketplace kemudian 

melakukan validasi akhir sebelum NFT tersedia untuk perdagangan publik, memastikan kepatuhan 

terhadap regulasi dan kebijakan platform. Selain itu, jika terjadi klaim pelanggaran hak cipta, 

marketplace memiliki prosedur sengketa yang memungkinkan pemilik hak cipta untuk mengajukan 

laporan dan meminta peninjauan terhadap NFT yang dianggap melanggar, sehingga sistem ini 
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diharapkan dapat meningkatkan transparansi serta mengurangi kasus plagiarisme dalam marketplace 

NFT. 

B. Hasil Berdasarkan Tujuan Penelitian 

Hasil penelitian dikategorikan berdasarkan tujuan utama penelitian, yaitu perbandingan regulasi hak 

cipta NFT di berbagai negara, studi kasus sengketa hak cipta NFT, serta tantangan perlindungan hak 

cipta dalam ekosistem NFT. Perbandingan regulasi menunjukkan bahwa Amerika Serikat menerapkan 

DMCA, yang memungkinkan pemilik hak untuk mengajukan penghapusan cepat melalui platform 

digital, sehingga memberikan perlindungan yang lebih responsif terhadap klaim pelanggaran. Uni Eropa 

memiliki regulasi yang lebih ketat melalui Digital Single Market Directive, yang mewajibkan platform 

digital bertanggung jawab atas pelanggaran hak cipta yang terjadi di dalam sistem mereka, sehingga 

memastikan perlindungan yang lebih menyeluruh bagi pencipta. Sementara itu, Indonesia belum 

memiliki regulasi spesifik terkait NFT dan masih bergantung pada hukum hak cipta konvensional yang 

belum sepenuhnya efektif dalam menangani kasus pelanggaran hak cipta di ranah digital. Ketiadaan 

regulasi yang spesifik ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kreator serta menyulitkan 

penegakan hak cipta secara efisien. Dengan memahami perbedaan kebijakan ini, penelitian dapat 

mengidentifikasi langkah-langkah yang diperlukan untuk memperkuat perlindungan hak cipta NFT di 

berbagai negara, khususnya di Indonesia. 

Studi kasus sengketa hak cipta NFT menyoroti berbagai permasalahan hukum yang muncul dalam 

ekosistem digital ini, termasuk kasus yang melibatkan merek ternama dan seniman individu. Salah satu 

kasus yang relevan adalah kasus MetaBirkins (2022), yang menunjukkan bahwa pelanggaran hak cipta 

dalam NFT dapat berujung pada gugatan hukum yang signifikan, terutama bagi perusahaan dengan 

merek dagang yang telah dikenal luas. Kasus Lazy Lions (2021) mengungkap praktik plagiarisme dalam 

NFT, di mana karya seniman asli digunakan tanpa izin dan diperdagangkan sebagai aset digital, sehingga 

merugikan pencipta asli. Selain itu, kasus CryptoPunks Clone (2023) menyoroti tantangan dalam 

menegakkan hak cipta NFT, karena teknologi blockchain memungkinkan duplikasi karya dilakukan 

dengan mudah tanpa adanya mekanisme kontrol yang ketat. Fenomena ini menunjukkan bahwa 

meskipun NFT menawarkan keunggulan dalam mencatat kepemilikan digital, sistem ini masih 

menghadapi kendala dalam memastikan bahwa aset yang diperdagangkan adalah hasil orisinal dari 

penciptanya. Kajian terhadap berbagai kasus ini dapat memberikan wawasan mengenai efektivitas 

mekanisme hukum yang tersedia serta memperjelas kebutuhan akan regulasi yang lebih komprehensif 

dalam perlindungan hak cipta NFT. 

Tantangan perlindungan hak cipta dalam NFT mencerminkan berbagai aspek kelemahan regulasi dan 

sistem hukum yang masih perlu diperbaiki agar lebih efektif dalam melindungi hak pencipta. Kurangnya 

regulasi spesifik di Indonesia menyebabkan kesulitan dalam menindak pelanggaran hak cipta NFT, 

terutama karena hukum yang ada belum sepenuhnya mengakomodasi kompleksitas kepemilikan digital. 

Tidak adanya mekanisme verifikasi kreator asli dalam beberapa platform NFT juga meningkatkan risiko 
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plagiarisme digital, yang dapat merugikan seniman dan pemegang hak cipta yang sah. Selain itu, proses 

hukum yang lambat dan kurangnya pengadilan khusus dalam menangani sengketa hak cipta NFT 

membuat penyelesaian kasus menjadi kurang efektif, sehingga sering kali pencipta harus menempuh 

jalur hukum yang panjang dan mahal. Tantangan ini semakin diperparah oleh keterbatasan penegakan 

hukum di ranah digital, yang membuat banyak kasus pelanggaran tidak dapat ditindaklanjuti dengan 

optimal. Tabel 4 merangkum faktor-faktor yang mendukung dan menghambat perlindungan hak cipta 

NFT di Indonesia dibandingkan dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa, memberikan gambaran yang 

lebih jelas mengenai sejauh mana sistem hukum di masing-masing negara dapat mengakomodasi 

perlindungan hak cipta di era digital. Dengan memahami berbagai tantangan ini, penelitian ini dapat 

mengidentifikasi strategi yang dapat digunakan untuk memperkuat mekanisme perlindungan hak cipta 

NFT, baik melalui pendekatan hukum, kebijakan teknologi, maupun kerja sama antara pemangku 

kepentingan. 

Tabel 4. Faktor Pendukung dan Penghambat Perlindungan Hak Cipta NFT  

Faktor Indonesia Amerika Serikat Uni Eropa 

Regulasi Hak 

Cipta 

UU Hak Cipta (UU No. 28 

Tahun 2014) masih 

beradaptasi dengan 

teknologi NFT 

DMCA sudah mencakup 

pelanggaran digital 

GDPR dan Digital Services 

Act memberikan 

perlindungan hak cipta yang 

lebih tegas 

Implementasi 

Blockchain 

Masih terbatas pada 

beberapa proyek dan startup 

Digunakan luas oleh 

marketplace besar seperti 

OpenSea dan Rarible 

Didukung oleh inisiatif UE 

dalam pengembangan 

blockchain untuk 

perlindungan hak cipta 

Mekanisme 

Verifikasi Hak 

Cipta 

Belum ada standar khusus 

dalam marketplace lokal 

Menggunakan AI dan 

blockchain untuk 

mendeteksi plagiarisme 

Marketplace diatur ketat 

dengan kewajiban verifikasi 

lisensi digital 

Penegakan 

Hukum 

Tantangan dalam menindak 

pelanggaran hak cipta NFT 

Ada mekanisme gugatan 

yang jelas melalui DMCA 

takedown notice 

Denda tinggi dan regulasi 

ketat untuk marketplace 

yang melanggar aturan hak 

cipta 

Kesadaran 

Masyarakat 

Rendah, banyak pencipta 

NFT yang belum memahami 

perlindungan hukum 

Kesadaran tinggi, banyak 

pencipta yang memahami 

pentingnya lisensi NFT 

Program edukasi dan 

perlindungan hak cipta 

digital yang lebih luas 

Kolaborasi 

dengan 

Marketplace 

Marketplace lokal masih 

minim kerja sama dengan 

otoritas hukum 

OpenSea dan Rarible 

telah bekerja sama 

dengan otoritas hukum 

Regulasi Uni Eropa 

mewajibkan marketplace 

untuk memiliki sistem 

perlindungan hak cipta yang 

ketat 

Tantangan Utama 
Kurangnya regulasi spesifik 

untuk NFT 

Sengketa kepemilikan 

NFT dalam kasus 

penggunaan ulang digital 

Kompleksitas hukum lintas 

negara dalam perlindungan 

hak cipta NFT 

 

C. Hasil Uji Statistik atau Analisis Data 

Untuk mendukung analisis, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan statistik yang 

bertujuan untuk memahami dinamika perlindungan hak cipta dalam ekosistem NFT. Analisis frekuensi 

sengketa hak cipta NFT menunjukkan bahwa jumlah kasus meningkat sebesar 250% dalam lima tahun 

terakhir, dengan sebagian besar kasus terjadi di platform utama seperti OpenSea dan Rarible. Selain itu, 
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penelitian ini mengkaji korelasi antara regulasi yang diterapkan di berbagai negara dengan tingkat 

keberhasilan penyelesaian sengketa, yang menunjukkan hubungan positif yang signifikan (r = 0.78, p < 

0.05). Hasil analisis ini mengindikasikan bahwa negara dengan regulasi lebih ketat cenderung memiliki 

mekanisme yang lebih efektif dalam menangani kasus pelanggaran hak cipta NFT. Selanjutnya, 

penelitian ini juga menyoroti tingkat keberhasilan gugatan hak cipta NFT, di mana dari seluruh kasus 

yang diajukan ke pengadilan, hanya sekitar 30% yang berakhir dengan keputusan yang menguntungkan 

pemilik hak cipta. Sebagian besar sengketa diselesaikan melalui mekanisme penghapusan konten yang 

disediakan oleh marketplace, yang menunjukkan bahwa metode ini masih menjadi cara utama dalam 

menangani kasus pelanggaran hak cipta NFT. 

D. Hasil Utama yang Signifikan 

Berdasarkan hasil yang diperoleh, penelitian ini menemukan bahwa perlindungan hak cipta dalam NFT 

masih menghadapi tantangan hukum yang signifikan, terutama di negara-negara yang belum memiliki 

regulasi khusus seperti Indonesia. Di sisi lain, Amerika Serikat dan Uni Eropa telah menerapkan regulasi 

yang lebih ketat, yang memberikan pemilik hak cipta kewenangan lebih besar untuk menindak 

pelanggaran melalui jalur hukum dan mekanisme penghapusan konten. Peningkatan jumlah sengketa 

hak cipta NFT secara drastis dalam lima tahun terakhir menunjukkan bahwa ekosistem NFT masih 

rentan terhadap plagiarisme dan penggunaan tanpa izin, yang semakin diperburuk oleh keterbatasan 

regulasi di beberapa yurisdiksi. Kurangnya mekanisme hukum yang jelas di Indonesia mengakibatkan 

banyak kasus pelanggaran hak cipta NFT tidak dapat diselesaikan secara efektif, sehingga menimbulkan 

ketidakpastian hukum bagi para kreator digital. Dalam konteks ini, kebijakan baru yang lebih spesifik 

diperlukan untuk mengatur hak cipta NFT, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih cepat 

dan efisien agar dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pemilik hak cipta. Reformasi 

kebijakan yang lebih progresif menjadi aspek penting dalam memastikan bahwa perkembangan 

ekosistem NFT tidak mengorbankan hak-hak pencipta karya digital, sehingga tercipta keseimbangan 

antara inovasi teknologi dan perlindungan hukum. 

Discussion 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hak cipta dalam ekosistem NFT di Indonesia 

masih menghadapi berbagai tantangan regulasi dan implementasi. Meskipun Undang-Undang Nomor 

28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengatur perlindungan hak cipta secara umum, penelitian ini 

menemukan bahwa regulasi tersebut belum secara spesifik mencakup NFT dan transaksi berbasis 

blockchain. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum bagi pencipta karya digital, terutama terkait 

dengan hak kepemilikan dan mekanisme penyelesaian sengketa. Selain itu, studi ini juga menemukan 

bahwa mayoritas pencipta NFT di Indonesia masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai 

perlindungan hukum yang tersedia, yang berdampak pada meningkatnya kasus pelanggaran hak cipta di 

marketplace NFT. Penelitian ini juga mengungkap bahwa sistem blockchain yang digunakan dalam NFT 

memberikan transparansi dalam pencatatan kepemilikan karya, tetapi tidak secara otomatis melindungi 
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hak cipta pencipta dari plagiarisme atau penggunaan tanpa izin. Hasil survei menunjukkan bahwa lebih 

dari 60% kasus pelanggaran hak cipta NFT terjadi akibat ketidaksesuaian antara kepemilikan digital 

yang tercatat di blockchain dengan hak hukum pencipta di dunia nyata. Temuan ini menegaskan bahwa 

meskipun teknologi blockchain menawarkan sistem verifikasi kepemilikan yang aman, perlindungan 

hukum tetap diperlukan untuk memastikan bahwa pencipta memiliki kendali penuh atas karyanya dalam 

ekosistem NFT. 

Temuan dalam penelitian ini sejalan dengan studi oleh (Lim, 2024), yang menunjukkan bahwa NFT 

memberikan catatan permanen atas kepemilikan digital, tetapi tidak mencegah eksploitasi karya tanpa 

izin. Selain itu, penelitian oleh (Wang et al., 2024) menemukan bahwa perbedaan antara regulasi hak 

cipta tradisional dan sistem desentralisasi NFT menyebabkan kesulitan dalam menegakkan hak 

pencipta, yang juga teridentifikasi dalam studi ini. Demikian pula, studi oleh (Bhujel & 

Rahulamathavan, 2022) menunjukkan bahwa meskipun NFT menawarkan transparansi dalam 

kepemilikan digital, teknologi ini belum dapat secara efektif mencegah pencurian atau penggunaan 

ilegal suatu karya tanpa izin. Namun, hasil penelitian ini juga menunjukkan beberapa perbedaan dengan 

studi sebelumnya. Studi oleh (Zou & Chen, 2024) menemukan bahwa negara-negara dengan regulasi 

yang lebih ketat terhadap hak cipta digital mengalami penurunan kasus pelanggaran hak cipta NFT 

hingga 40%, sementara di Indonesia, kasus pelanggaran masih terus meningkat akibat lemahnya regulasi 

spesifik terhadap NFT. Selain itu, penelitian oleh (Jia & Yao, 2023) menyoroti bahwa banyak pencipta 

NFT tidak menyadari bahwa hak mereka telah dilanggar di marketplace NFT. Temuan ini juga didukung 

oleh penelitian ini, yang menemukan bahwa kurangnya edukasi hukum bagi seniman digital di Indonesia 

menyebabkan banyak pencipta kehilangan hak eksklusif mereka atas karya yang telah diubah menjadi 

NFT tanpa izin. 

Salah satu temuan yang tidak sesuai dengan ekspektasi adalah bahwa meskipun regulasi hak cipta di 

Indonesia masih terbatas, beberapa marketplace NFT telah mulai mengadopsi kebijakan internal untuk 

menanggulangi pelanggaran hak cipta. Hal ini berbeda dengan studi oleh (Dharma, 2023), yang 

menemukan bahwa marketplace NFT umumnya tidak memiliki kebijakan yang efektif dalam menangani 

pelanggaran hak cipta. Studi ini menunjukkan bahwa beberapa platform mulai menerapkan sistem 

takedown berbasis laporan dari pemilik hak cipta, meskipun belum diatur secara ketat dalam regulasi 

nasional. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa sebagian besar kasus sengketa hak cipta NFT di 

Indonesia tidak diselesaikan melalui mekanisme hukum formal, melainkan melalui negosiasi langsung 

antara pencipta dan platform marketplace. Temuan ini bertentangan dengan studi oleh (Kim & Kokuryo, 

2024), yang menunjukkan bahwa di negara-negara dengan regulasi yang lebih maju, penyelesaian 

sengketa hak cipta NFT umumnya dilakukan melalui jalur hukum yang lebih formal, termasuk melalui 

arbitrase atau litigasi. 

Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi terhadap pemahaman mengenai bagaimana regulasi hak cipta 

harus disesuaikan dengan perkembangan teknologi blockchain. Temuan ini mendukung teori bahwa 
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sistem hukum harus beradaptasi dengan perubahan teknologi agar dapat memberikan perlindungan yang 

efektif bagi pencipta karya digital. Selain itu, penelitian ini menegaskan bahwa meskipun teknologi 

blockchain memberikan mekanisme pencatatan kepemilikan yang aman, regulasi tetap diperlukan untuk 

mengatasi celah hukum dalam perlindungan hak cipta di ekosistem NFT. Secara praktis, penelitian ini 

menyoroti pentingnya pengembangan regulasi yang lebih jelas untuk melindungi hak cipta dalam 

transaksi NFT di Indonesia. Salah satu rekomendasi utama adalah perlunya regulasi yang mengatur hak 

dan kewajiban pencipta NFT secara lebih spesifik, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa yang 

lebih efektif. Selain itu, pemerintah perlu bekerja sama dengan platform NFT untuk memastikan bahwa 

marketplace memiliki kebijakan yang jelas dalam menangani pelanggaran hak cipta. Edukasi hukum 

bagi seniman digital juga perlu ditingkatkan agar mereka lebih memahami cara melindungi hak cipta 

mereka dalam ekosistem NFT. 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan agar hasil yang diperoleh dapat 

dipahami secara lebih komprehensif. Pertama, cakupan penelitian masih terbatas pada analisis regulasi 

di Indonesia, sehingga belum mencakup bagaimana regulasi di negara lain dapat diterapkan atau 

dibandingkan dalam konteks hukum nasional. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya perspektif global 

yang dapat memperkaya analisis terhadap kebijakan yang diterapkan di Indonesia. Kedua, jumlah 

sampel dalam penelitian ini masih terbatas, khususnya dalam aspek wawancara dengan pemangku 

kepentingan di industri NFT, seperti pengembang, investor, dan otoritas regulasi. Keterbatasan dalam 

jumlah sampel dapat berdampak pada validitas eksternal penelitian, terutama dalam menggeneralisasi 

temuan ke dalam konteks yang lebih luas. Ketiga, penelitian ini lebih berfokus pada aspek regulasi dan 

perlindungan hak cipta, sehingga belum secara mendalam mengkaji faktor teknologi yang dapat 

digunakan untuk meningkatkan keamanan dan verifikasi hak cipta dalam NFT. Faktor teknologi, seperti 

blockchain dan smart contract, memiliki peran penting dalam membangun sistem yang lebih aman, 

namun aspek ini belum menjadi perhatian utama dalam studi ini. Oleh karena itu, keterbatasan-

keterbatasan ini dapat menjadi landasan bagi penelitian di masa depan untuk melengkapi analisis yang 

telah dilakukan. 

Berdasarkan keterbatasan yang telah diidentifikasi, penelitian di masa depan dapat mengeksplorasi lebih 

lanjut bagaimana regulasi NFT di negara-negara lain dapat diadaptasi dalam sistem hukum Indonesia 

guna meningkatkan perlindungan hak cipta. Kajian komparatif terhadap regulasi di berbagai yurisdiksi 

dapat memberikan wawasan yang lebih luas mengenai praktik terbaik yang dapat diterapkan dalam 

konteks nasional. Selain itu, studi mendatang juga dapat meneliti bagaimana peran teknologi, seperti 

kecerdasan buatan dan smart contract, dalam meningkatkan verifikasi hak cipta serta mengurangi risiko 

pelanggaran dalam ekosistem NFT. Teknologi ini berpotensi menciptakan mekanisme otomatis yang 

lebih efisien dalam mengidentifikasi dan mencegah pelanggaran hak cipta, sehingga dapat memperkuat 

perlindungan bagi pencipta karya digital. Lebih lanjut, penelitian di masa depan dapat mengkaji 

efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa NFT melalui jalur arbitrase atau peradilan digital sebagai 
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alternatif dari litigasi konvensional yang cenderung lebih memakan waktu dan biaya. Pemanfaatan 

mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efisien dapat memberikan kepastian hukum bagi para 

pelaku industri NFT dan mendorong perkembangan ekosistem yang lebih berkelanjutan. Dengan 

mengembangkan penelitian di bidang ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih komprehensif 

dalam mengatasi tantangan hukum dan teknologi dalam industri NFT. 

IV. CONCLUSION  

Penelitian ini menyoroti pentingnya perlindungan hak cipta dalam ekosistem NFT serta tantangan 

regulasi yang masih dihadapi, khususnya di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa NFT 

membawa peluang besar bagi industri kreatif, terutama dalam hal kepemilikan digital dan monetisasi 

karya seni, tetapi juga menghadirkan tantangan serius dalam aspek perlindungan hak cipta. Regulasi 

yang ada di Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara lain yang telah mengadaptasi 

kebijakan khusus untuk mengakomodasi perkembangan teknologi blockchain dan NFT. Ketidakjelasan 

hukum ini menyebabkan meningkatnya kasus pelanggaran hak cipta dalam transaksi NFT, yang sulit 

untuk ditindaklanjuti secara efektif. Di sisi lain, regulasi di Amerika Serikat dan Uni Eropa telah 

memasukkan perlindungan hak cipta digital dalam sistem hukum mereka, yang memungkinkan 

penegakan hukum yang lebih jelas dan responsif. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret dalam 

membentuk hukum yang dapat memberikan perlindungan hak cipta yang lebih efektif bagi pencipta 

dalam ekosistem NFT di Indonesia. 

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat menjadi bahan 

pertimbangan bagi pengembangan regulasi dan penelitian lebih lanjut. Pertama, pemerintah Indonesia 

perlu menyusun regulasi yang lebih spesifik mengenai perlindungan hak cipta dalam NFT dengan 

mengadopsi praktik terbaik dari regulasi internasional. Hal ini dapat mencakup penerapan mekanisme 

takedown digital seperti dalam DMCA di Amerika Serikat atau Digital Single Market Directive di Uni 

Eropa. Kedua, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan pengelola platform NFT 

untuk membangun sistem verifikasi kepemilikan digital yang lebih transparan, misalnya melalui 

pemanfaatan smart contract untuk memastikan pembayaran royalti kepada pencipta asli. Ketiga, 

penelitian lebih lanjut dapat mengeksplorasi aspek teknologi dalam perlindungan hak cipta NFT, 

khususnya mengenai bagaimana kecerdasan buatan dan blockchain dapat digunakan untuk mendeteksi 

dan mencegah pelanggaran hak cipta secara otomatis. Terakhir, edukasi kepada seniman dan kreator 

digital mengenai aspek hukum NFT juga perlu ditingkatkan, sehingga mereka dapat lebih memahami 

cara melindungi hak cipta mereka dalam ekosistem digital. Dengan adanya langkah-langkah tersebut, 

diharapkan regulasi di Indonesia dapat lebih adaptif dalam melindungi hak cipta dan menciptakan 

lingkungan yang kondusif bagi perkembangan industri kreatif digital. 
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